KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WHISTLE
BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Tim Whistleblowing System di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam rangka pengendalian gratifikasi telah dibentuk Tim
Whistleblowing System dari unsur Anggota dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian
terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf
a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Whistle Blowing System di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5602);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);
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Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
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Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor S5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 444);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim
Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga
setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juli 2024

KETUA
Salinan sesuai dengan aslinya KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

xBagian Teknis Penyelenggaraan P'~milu, ttd.

AHMAD SHIDQI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
WHISTLE BLOWING SYSTEM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 | Ahmad Shidqi Ketua KPU DIY Pengarah
2 | Ibah Muthiah Anggota KPU DIY Pengarah
3 | Moh Zaenuri Ikhsan Anggota KPU DIY Pengarah
4 | Sri Surani Anggota KPU DIY Pengarah
S | Tri Mulatsih Anggota KPU DIY Pengarah
6 | Tri Tujiana Sekretaris KPU DIY Penanggung
Jawab
Kepala Bagian Teknis Penyelengaraan
7 | Indra Yudistira Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Ketua
Masyarakat, Hukum dan SDM
Kepala Bagian K
8 | Bambang Gunawan cpa’a Dagian Seuangan, Vi, dan Wakil Ketua
Logistik
9 | Analis Primadani Kepala Bagian Perencar.laan, Data dan Sekretaris
Informasi
10 | Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Anggota
Viera M i Sri ;
& N e a‘yasan = Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota
Rengganis
Arry Darmawan . .
12 - K B
R — epala Sub Bagian Data dan Informasi Anggota
Galuh Adisti Wisnu lepats sbBdgun fekins
13 . Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Anggota
Wardhani
dan Hubungan Masyarakat
Ardian D t :
N e it Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Anggota
Setiadi
15 | Endah Dwi Artini Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
16 | Sari Ananingsih Analis Hukum Ahli Muda Anggota
: Analis Penegakan Integritas dan
Dyah A Ik i
17 | .Y :|ef1g 4 Disiplin Sumber Daya Manusia Anggota
Pusparini
Aparatur
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KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
18 | Parjinah Analis Pengembangan Karir Anggota
19 | Ratna Dewi Senjarini Analis Pengembanga.n‘ Karir Anggota
Yudhanto Rakhmat
20 Pratomo Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Anggota
21 | Fitri Hartati Analis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Anggota
. . Penyusun Alokasi dan Pelaporan
el R Barang Kebutuhan Pemilu Anggota
23 | Choirun Sulaiman Arsiparis Mahir Anggota
1fi i
g | HERR Trigmy Analis Sistem Informasi Anggota
Asswandari
25 | Puji Restiyani Felyass BustanARgpaman. dan Anggota

Pelaporan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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